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Mengingat

BUPATI GTINTING 1I[AS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 13 TAHUN2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA

KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG TAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, perlu
ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Gunung Mas PerQsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
pada huruf a, perlu nenetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perusahaan
Daerah Gunung Mas Perkasa.

: 1. undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 2387\;

2. Undang-Undang Nomor s rahun 2ooz tentang pembentukan
Kabupaten.-Katingan, Kabupaten seruyah, Kabupaten
sukamara, 1(abupaten r-amandau, KabupatLn Gunung'M;;,
Kabupaten purang pisau, Kabupaten Murung Raya, rau"upaGn
Barito Timur di provinsi Katimantan Tengahlt-enioira; l1l5g;;,
Republik lndonesia Tahun 2oo2 Nomoi 1g, TambJhan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor +tgci);

3. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ou tentang penrerintahan
Daerah (-L_eabaran Negara Repubrik tnoonesia Tahun iouNomor 125, Tambahan -Lembaran 

Negara Repubrik rndonesia
Nomor M.3.r): sebagaimana terah oeojripa t<aii oiuuat, ier"rni,dengan Undang-u-nda1g Nomor 12 iahun 2o0g tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang l.romor u i"n*'fidi
tentang penrerintahan Daerai (Lemb-aran Negara n"pu6rix
lndonesia Tahun 20og Nomor sg, Tambahan t_eriuai"n NEd;;;
Republik lndonesia Nomor 4944);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara penrerintah pusat aan perne.i-nt"h.n D;";;h(Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2oC4 rrroroi ize,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rnoonesia N",rr;443g);

-"./
./
/



5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah
Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 109);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7
Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan
dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas
Perusahaan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Menetapkan

i'EMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA
KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN U[IUii

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah lGbupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Peneri ntahan Daerah.
3. Bupatiadalah Bupati Gunung Mas.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Gunung Mas

Perkasa adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Direksi adalah Direksi Perusahan Daerah Gunung Mas perkasa.

Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Gunung Mas perkasa.
Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Gunung Mas
Perkasa.

10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah
dan diberhentikan oleh Direksi.

Gunung Mas Perkasa yang diangkat

11. Organisasi adalah alat untuk nrencapai tujuan dasar kerjasama yang nempunyai
bentuk atau susunan yang secara ielas dan fonnat rnerumuskan bidang [ugas tiip-ti'ap
unsur sertia rnenegaskan hubungan antara yang satu dan yang lain dalam rangkaian
hierarki.

1?. Tata Kerja aclalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban,
pengaturan hubungan kerja dari masing-rnasing komponen dan penggarisan satuan
tanggung jawab dari masing-masing Pejabat di Lingkungan Perusahaan Daerah,
dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok.

6.
7.

8.

9.
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13. Tugas Pokok adalah sasaran yang oleh Penrerintah Daerah hendak dicapai sebagai
la ndasan dalam menyeleng garakan kegiatan-keg iatan selanj utnya.

14. Fungsi adalah sekelompok kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain
mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan segi-segi tugas pokok.

15. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan
pertimbangan Badan Pengawas dan Persetujuan Bupati.

BAB I!
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah terdiri dari unsur-unsur
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daenah tennasuk
pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dibentuk Badan Pengawas
yang bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas.

(2) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang
Direkur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggung laweb kepada Bupa[
melalui Badan Pengawas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, terdiri dari :

a. Badan Pengawas;
b. Direksi;
c. Satuan Pengawas lntern;
d. Unit Umum;
e. unit Penyusunan Program, Marketing dan Tatia Laksana;
f. Unit Keuangan;
g. Unit Pembangunan lnfrastruktur;
h. Unit Jasa;
i. Unit Perdagangan dan lndustri;
j. Unit Pertambangan;
k. UnitKetenagalistrikan;
l. Unit Pertanian dan perkebunan;

m. Unit Kehutanan;
n. Unit Peternakan dan Budidaya perikanan;

o, Staff Direksi.

(2) Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi
Ketua rnerangkap anggota.

(3) Direksi, terdiridari :

a. Direktur Utama;
b. DirekturAdministrasi;
c. Direktur Operasi.
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(4) satuan Pengawas lntern, terdiri darisebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(5) Unit Umum, terdiri dari :

a. Seksi Kepegawaian;
b. Seksi Perlengkapan;
c. SeksiTata Usaha dan Rumah Tangga.

(6) Unit Penyusunan Program, Marketing dan Tata Laksana, terdiri dari :

a. Seksi Marketing dan Tata Laksana;
b. Seksi Penyusunan Program dan pengendalian.

(7) Unit Keuangan, terdiridari :

a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
b. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan.

(8) Unit Usaha Pgp.bqngunan tnfrastruktur, Unit Usaha Jasa, Unit Usaha perdagangan
dan lndustri, Unit Usaha Pertambangan, Unit Usaha Ketenagalistrikan, UniiUsifra
Pertanian dan Perkebunan, Unit Usaha Kehutanan serta Unit Usaha peternakan dan
Perikanan.

(9) staff Direksiterdiri darisebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(10) Bagan Struktur _Organisasi Perusahaan Daerah adatah sebagaimana tercantum
dalam Larnpiran Peraturan ini.

Pasal 5

Tiap-tiap Unit' Seksi, Cabang dan Penrakilan dipimpin oleh seorang Kepala Unit, KepalaSeksi, Kepala cabang.dan kep_ala.Perwakilan,'yang bertanggungia*ab repaoa oirlrsi
rnenurut saluran hierarki Bagan struktur organisasite?ampir. --

rucAs poit? Jl* ,rnug
Bagian Kesatu

Perusahaan Daerah Gunung Mas perkasa

Pasal 6

Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mempunyai tugas pokok unfuk memberikanwadah usaha secara lebih terencana oan terbiginisir -aaram 
rangka rnempercepatPembangunan Daerah serta meningkatkan Sumber*Pendapatan Rsi o""r"h (pAD) danmenciptakan lapangan kerja baru seita nreningkatkan kesejatrteiaan Lryat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasat 6, perusahaan
Daerah Gunung Mas perkasa, mempunyjifungsi :

a' koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat
Perusahaan Daerah;

b' mengusahakan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
daerah pada umumnya dan pendapatan oaeLn paoi khususnya; 

t

c' melakukan dan mengadakan kegiatan pemupukan keuntung"n / pendapatan;d' menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang din lasa yang bermutu danmemadai bagi pemenuhan hajat hidup orang danyak; '- --
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f.

o.

h.
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menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor
swasta dan koperasi;
menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat rnelengkapi kegiatan swasta dan
koperasi dengan.antara lain nrenyeOlafan kebutuhan majyarbfat,-baik dalam bentuk
barang m€lupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pdl"yrnin V"ng bermutu dan
memadai;

, turut aktif memberikan bimbingan .kegiatan kepada sektor swasta, khususnya
pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; dan
turut aktif nrelaksanakan dan rnenunjqng pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 8

Tugas dan Wewenlng Badan Pergawas adalah melakukan pengawasan dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada BaL vlll Pasal g2 dan pasal 33 peraturin oreiinKabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan perusahaan DaerahGunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah lGbupate" c*rngMas Tahun 2009 Nomor 108).

Bagian Ketiga
Direktur Utama

Pasal 9

Direktur Utama, mempunyai tugas :

a' memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Gunung MasPerkasa;
b' menyampaikan Rencana Kep-a 4_(empat) tahunan dan Rencana Kerja AnggaranPerusahaan Daerah Gunung Mas Perkisa'tahunan kepada Badan pengawas untukmendapat pengesahan;
c' dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah nrendapat persetujuan

dari Badan pengawas;

d. membina pegawai;
e' mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Gunung Mas perkasa;
f. rnenyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;g' mewakili Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa baik di dalam maupundi luar pengadilan;
h' menyampaikan laporan berkala m.engena! seluruh kegiatan termasuk neraca danperhitunganlaba/rugikepadaBupati',itatuiBadanPeng-awas
i' Memberikan arahan perencanaan perusahaan dan program kerja, baik jangkapanjang maupun jangka pendek;

i' Menetapkan kebijakan perusahaan (corporate strategy) dan mengkoordinasikanpelaksanaan secara konsisten ;

k. Mengkoordinasikan peraksanaan riset dan pengembangan;
l' Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan kepada Bupati nrelalui BadanPengawas; dan vv

m' Menyampaikan^laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala kepada Bupatimelalui Badan pengawas d6ngan rnembeiikan tembus* k"p"i;il"*"n.
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Bagian Keempat
Direktur Administraei

Pasal 10

Direktur Administrasi, mempunyai tugas nembantu Direktur Utanra dalam netaksanakan
tugas koordinasi terhadap Unit Umum, Unit Penyusunan Program Marketing dan Tata
Laksana serta Unit Keuangan.

Bagian Kelima
Direktur Operasi

Pasal 11

Direktur Operasi, mempunyai tugas rnembantu Direkfur Utama dalam rnelaksanakan
tugas koordinasi terhadap Unit Usaha Pembangunan lnfrastruktur, Unit Usaha Jasa, Unit
Usaha Perdagangan dan lndustri, Unit Usaha Pertambangan, Unit Usaha
Ketenagalistrikan, Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan, Unit Usaha Kehutanan serh
Unit Usaha Petemakan dan Budidaya Perikanan:

Bagian Keenam
Satuan Pengawas lntern

Pasal 12

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Pengawas lntern, Direksi dapat
membentuk Satuan Pengawas lntern, untuk masa jabatan 3 (tiga) tiahun dan bila
diperlukan dapat diangkat kembali.

(2) Satuan Pengawasan lntern, mempunyaitugas :

a. melaksanakan kegiatan pengawasan operasional keuangan, usaha,
pembangunan, kepegawaian dan administrasi umum;

b. menyusun pedoman pengawasan;

c. menyusun program kegiatan pengawasan tahunan (Pl(pT);
d. menyusun dan rnenyampaikan laporan hasil pengawasan;dan
e. mengkoordinasikan pengawasan eksternal.

Bagian Ketujuh
Unit Umum

Pasal 13

(1) Unit Umum mepunyai tugas pokok pengurusan ketratausahaan, kerumahtanggaan,
pengadaan dan kepegawaian Perusahaan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Umum, nelakukan kegiatan-kegiatan :

a. urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
b. urusan perjalanan dinas;
c. Inempersiapkan pglyelenggaraan Rapat Direksi ataupun pertemuan-pertemuan

yang diadakan Direksi dan nembuat serta menyebarkan catatLn-catatan
Keputusan RapaUPertemuan itu dan meng ikuti pelaksaiaannya;
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d. melakukan urusan perlengkapan/peralatian baik berupa harta tak bergerak
maupun harta bergerak;

e. menyelenggarakan pengangkutan untuk kebutuhan Perusahaan Daerah;

f. melakukan supervise dan nrengkmrdinasi cabang-cabang dalam bidang umum,
khusus yang meliputi perlengkapan/peralatan baik berupa harta bergerak maupun
harta tak bergerak;

' g. menyusun prograrn-program kerja di bidang kepegawaian dan mengatur
pelaksanaannya;

h. membina, mengurus dan rnenyelenggarakan segala sesuatu yang berkenaan
dengan masalah kepegawaian mulai dari penerimaan, pemberian pangkat,
pembayaran gaji, pemberian fasilitras, pemberian penghargaan, pendayagunaan,
keseiahteraan dan pengakhiran hubungan keda;

i. mengurus dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan dalam rangka
men i n g katkan keahlian/keterampilan pegawai; dan

j. memberikan saran-saran dan I atau pertimbangan4ertimbangan kepada Dlrekei
sesuai dengan hierarki tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang
perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 14

Unit Umum, membawahkan :

1. Kepala SeksiTata Usaha dan Rumah Tangga;
2. Kepala Seksi Perlengkapan;
3. Kepala Seksi Kepegawaian.

Paragraf 1

SeksiTata Usaha dan Rumah Tangga

Pasal 15

Kepala Seksi Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas mengumpulkan,
mengolah dan menyiapkan bahan ldata dalam urusan tata usaha dan pengelolaan rumah
tanooa-YV

Paragraf 2
Seksi Perlengkapan

Pasal 16

Kepala Seksi Perlengkapan mempynyaitugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan
bahan ldata dalam urusan perlengkapan. 

'

Paragraf 3
Seksi Kepegawaian

Pasal 17

Kepala Seksi Kepegawaian mempunyaitugas mengumpulkan, nrengolah dan menyiapkan
bahan / data dalam urusan pengelolaan kepegawaiin. 

'
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Bagian Kedelapan

Unit Penyuaunan Program, Marketing dan Tata Laksana

Pasal {8

(1) Unit Penyusunan Program, Marketing dan Tata Laksana rrrcmpunyai tugas pokok
, menyusun rencana kerja, marketing dan ketatalaksanaan serta pembinaan bidang

hukum bagi Perusahaan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penyusunan Program, Marketing dan Tata
Laksana melakukan kegiatan-kegiatan :

a. penelitian dan survey untuk rnenyusun kebijaksanaan objek usaha;
b. penggnpulan, penyusunan dan pengolahan data untuk penyusunan program

kerja Perusahaan Daerah;
c. analisa, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program maupun

pelaksanaan operasional di lapangan;
d. marketing/promosi dan pembinaan hubungan masyarakat;
e. pembinaan penataan kelembagaan, sistem dan prosedur untuk dayaguna dan

hasilguna Perusahaan Daeraht dan
f. merumuskan rancangan ketentuan/peraturan Perusahaan Daerah dan melakukan

pertimbangan, saran dan bantuan hukum

Pasal 19

Unit Penyusunan Program, Marketing dan Tata Laksana, membanvahkan :

'1. Seksi Penyusunan Program dan pengendalian;
2. Seksi Marketiing dan Tata Laksana.

Paragraf I
Sekei Penyusunan program dan pengendalian

Pasal 20

Kepala seksi_ Penyusunan frogram dan Pengendalian rnempunyai tugas rnelakukan
urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan rutin dan-pen6ingunan sesuai
kewenangannya.

seks i u".r"liX's"E::l +"" Lartsana

Pasal 2,|

Kepala Seksi Marketing 9?n Tata Laksana rnempunyai tugas metakukan kegiatanrnarketing/promosidanpbmbinaanhubunganmasyardkat. v--

Bagian Kesembilan
Unit Keuangan

Pasal 22

(1) unit Keuangan mempunyaitugas pokok administrasi keuangan perusahaan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Keuangan, rnelakukan kegiatan-kegiatan :

a' menyusun anggaran, perubahan dan perhiturgan anggaran Perusahaan Daerah;
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b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis Administrasi Keuangan;

d. mengeluarkan dan meneliti kebenaran surat penagihan/penerimaan dan
pembayaran;

e. rnenyelenggarakan tata usaha keuangan Perusahaan Daerah;

, f . melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran; dan
g. menyusun laporan di bidang keuangan.

Pasal 23

Unit Keuangan, membawahkan :

1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan;

2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.

Paragraf I
Seksi Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 24

Kepala Seksi Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun anggaran,
perubahan dan perhitungan anggaran Perusahaan Daerah.

Paragrat 2
Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 25

Kepala Seksi Pembukuan dan Perbendaharaan mempunyai tugas nrengeluarkan dan
meneliti kebenaran surat penagihan/penerimaan dan pembayaran serta melakukan
pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran.

Bagian Kesepuluh
Unit Pembangunan lnfrastruktur, Unit Jasa, Unit perdagangan

dan lndustri, Unit Pertambangan, Unit Ketenagalistrikan,
Unit Pertanian dan Perkebunan, Unit Kehutanan,

Unit Peternakan dan Budidaya Perikanan

Pasal 26

Unit Kerja bagi kegiatan Unit Usaha Pembangunan lnfrastruktur, Unit Usaha Jasa, Unit
Usaha Perdagangan dan lndustri, Unit Usaha Pertambangan, Unit Usaha
Ketenagalistrikan, Unit Usaha Pertanian dan Perkebunan, Unit Usa[a Kehutanan serta
Unit Usaha Petemakan dan Perikanan, diatur dengan Peraturan perusahaan dan
menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit.

Bagian Kesebelas
Staff Direksi

Pasal2T

(1) Staff Direksi mempunya! tugas pokok rnembantu Direksi dalam melaksanakan tugas
khusus dan insidentil lainnya yang dianggap pedu dan dapat meliputi seluiun
tugas/kegiatan Perusahaan Daerah.

(2) Pembagian Tugas staff Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
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BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

(1) Untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas, maka

. setiap Pegawai dalam Unit Organisasi wajib nrelaksanakan dan memelihara' hubungan, konsultasi dan kerjasama baik vertikal maupun horizontial secan erat dan
serasi dengan tidak terlampau terikat pada formalitas yang tidak perlu, tanpa
mengabaikan tertib administrasi dan disiplin kerja.

(2) Pada waktu tertentu dan apabila dipandang perlu Direksi mengadakan Rapat-Rapat
dan atau pertemuan dengan para Kepala Unit, Kepala Seksi dan Pejabat Struktural /
Fungsional lainnya serta Pegawai untuk rnembahas secara menyeluruh
penyelenggaraan tugas Perusahaan Daerah.

(3) Dalam hal dianggap perlu, dalam rapat dan atau pertemuan tersebut dapat
diikutsertakan Pajabat / Pegawai dari Perusahaan lain atau instansi Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan ini dan sepanjang tentang
pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

4gar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatrannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas

di Kuala Kurun
2 September 2009

UNG T/IAS,

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 September 2009

ARIS DAERAH
GUNUNG MAS,

'z(:'1'r;'1

,''i,;;/-'
'r,r7'n*

A DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2OO9 NOMOR 155
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